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RAHMAN, ARIEF. 2026. IMPLIKASI PERGESERAN PARADIGMA DARI IMB 

KE PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) TERHADAP 

PERLINDUNGAN SEMPADAN SUNGAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

LINGKUNGAN DAN TATA RUANG. Program Mangister Ilmu Hukum, Program 

Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, 

S.H.,M.H.. 105 halaman. 

ABSTRAK 

Kata Kunci: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sempadan Sungai, Tata Ruang, 

Hukum Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

 

Negara menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai mandat 

konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Transformasi regulasi melalui UU No. 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah sistem Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pergeseran paradigma dari kontrol 

administratif-preventif ke sistem berbasis standar teknis ini menimbulkan 

kekhawatiran terhadap efektivitas perlindungan kawasan sensitif ekologis, khususnya 

sempadan sungai, yang rentan terhadap okupasi bangunan ilegal. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi norma hukum PBG dengan instrumen 

perlindungan sempadan sungai demi menjamin kepastian hukum tata ruang, serta 

mengevaluasi implikasi yuridis pergeseran paradigma tersebut terhadap efektivitas 

fungsi pengendalian dan penegakan hukum administrasi dalam mengatasi 

pelanggaran di kawasan sempadan sungai. Metode menggunakan penelitian hukum 

normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan  Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat "pembelahan" antara 

standar teknis bangunan dengan legalitas lokasi pembangunan dalam sistem PBG. 

PBG cenderung berfokus pada keandalan struktur (arsitektur dan utilitas), sementara 

aspek zonasi ekologis sering dianggap sudah selesai di tahap awal (KKPR) meskipun 

data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di banyak daerah belum akurat secara 

digital. Hal ini melemahkan fungsi preventif pemerintah daerah dalam mencegah 

pendirian bangunan di lokasi terlarang dibandingkan mekanisme IMB yang manual 

namun berbasis verifikasi lapangan. Di Kota Banjarmasin, penegakan hukum 

terhambat oleh konflik antara norma pusat dengan kearifan lokal pemukiman 

panggung serta status tanah bersertifikat di atas sempadan sungai. Pergeseran ke PBG 

berpotensi menjadi celah bagi degradasi ekosistem sungai jika tidak dibarengi dengan 

sinkronisasi data spasial yang rigid antara sistem SIMBG dan otoritas pengelola 

sungai. Implikasi utamanya adalah pergeseran beban pengawasan dari hulu ke hilir 

yang lebih sulit dieksekusi. Disarankan bagi pemerintah daerah untuk merevisi 

Peraturan Daerah guna memasukkan sanksi administratif berupa pemutusan utilitas 

umum dan membentuk Badan Pengelola Kawasan Sungai yang lintas sektoral untuk 

pengawasan yang lebih terintegrasi. 
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TO BUILDING CONSTRUCTION APPROVAL (PBG) ON RIVER BOUNDARY 
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ABSTRACT 

Keywords: Building Construction Approval (PBG), River Boundaries, Spatial 

Planning, Environmental Law, Building Construction Permit (IMB). 

The state guarantees the right to a good and healthy environment as mandated by 

Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. Regulatory transformation 

through Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation changed the Building Permit 

(IMB) system to a Building Approval (PBG). This paradigm shift from administrative-

preventive control to a technical standards-based system raises concerns about the 

effectiveness of protecting ecologically sensitive areas, especially river banks, which 

are vulnerable to illegal building occupation. This study aims to analyze the 

synchronization of PBG legal norms with river bank protection instruments to ensure 

legal certainty in spatial planning, as well as to evaluate the legal implications of this 

paradigm shift on the effectiveness of the control and enforcement functions of 

administrative law in addressing violations in river bank areas. The method uses 

prescriptive normative legal research using a statutory approach. The research 

findings indicate that there is a "division" between building technical standards and 

the legality of building locations in the PBG system. PBG tends to focus on structural 

reliability (architecture and utilities), while ecological zoning aspects are often 

considered completed at the initial stage (KKPR), even though detailed spatial 

planning (RDTR) data in many areas is digitally inaccurate. This weakens the 

preventive function of local governments in preventing building construction in 

prohibited locations compared to the manual, field-verification-based IMB 

mechanism. In Banjarmasin City, law enforcement is hampered by conflicts between 

central norms and local wisdom regarding stilt settlements and the status of certified 

land above river boundaries. The shift to PBG has the potential to create loopholes 

for river ecosystem degradation if not accompanied by rigid spatial data 

synchronization between the SIMBG system and river management authorities. The 

main implication is a shift in the burden of supervision from upstream to downstream, 

which is more difficult to implement. It is recommended that local governments revise 

Regional Regulations to include administrative sanctions in the form of disconnection 

of public utilities and the establishment of a cross-sectoral River Area Management 

Agency for more integrated oversight. 
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